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......

Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

wiraswasta, tempat kediaman di | GTGTcNGGEEE
I (<ccamatan Labangka,

Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret

2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga
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Maret 2001 Penggugat dengan Tergugat

di Kecamatan Plampang, Kabupaten

M@

-z
Ba et ah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal

C E Tergugat Di Dusun Mekar Jaya, Rt.001 / Rw. 002,

Jaya, Rt.001 / Rw. 002, Desa Labangka, Kecamatan Labangka,
Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 15 Tahun sampai Bulan Maret
Tahun 2017.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3
(tiga) orang anak yang bernama :
1. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 18 Tahun, berjenis
kelamin Laki laki, Kelas 2 SMA.
2, Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 11 Tahun, berjenis
kelamin Perempuan, Kelas 4 SD.
3. Anak Penggugat dan Tergugat, Umur 5 Tahun, berjenis

kelamin Laki laki.
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pulan Februari Tahun 2016, ketentraman rumah
gan Tergugat mulai tidak harmonis dengan
bra  Pengugat dan Tergugat yang terus

irukunkan lagi yang disebabkan antara lain

dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya
agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma
agama maka perceraian merupakan alternatief terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan
Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini.
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Penggugat.
ba’in shugra Tergugat atas Penggugat.

hukum.

Agama berpendapat lain, mohon perkara ini

kum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

la#Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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an dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Tanda Penduduk atas Penggugat yang

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/07/111/2001, Tanggal
15 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat
tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli nya, ternyata
sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen
pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan

diberi kode P.2, (bukti P.2) ;

B.

Bukti Saksi :
1. Saksi 1 Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.02
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honis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga

dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

Bhwa penyebabnya karena Tergugat suka main
perempuan, minum-minuman keras dan Penggugat sering
dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal dengan
orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang
tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat
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W01 Dusun Telaga Bakti Kecamatan Labangka,
emberikan keterangan sebagai berikut:

engenal Penggugat dan Tergugat karena

honis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga

dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

Bhwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-
mabukan dan Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama lebih dari 2 (dua) tahun, Penggugat tinggal dengan
orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang
tuanya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada
komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat

didengarkan tanggapannya;
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gkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
dm berita acara sidang perkara ini sebagai
nidari isi putusan ini;

IMBANGAN HUKUM

aksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

dtkan di atas;

4 hwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
éan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakiI/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini
hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak

pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA
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lak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian,
a secara maksimal menasehati Penggugat
un dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

efiggugat dalam gugatannya pada pokoknya
At dengan alasan bahwa sekitar awal bulan

raman rumah tangga Penggugat dengan

Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya
Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang
Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta

Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
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Ppukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

gbagai suami isteri yang sah, sehingga bukti
varat formal dan materiil, serta mempunyai
sempurna dan mengikat, dengan demikian
pakan pihak yang berkepentingan dalam
dictio);

berdasarkan bukti P.2 tersebut harus

Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah
pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Saksi 1
Penggugat sebagai Kakak kandung Penggugat dan saksi kedua
bernama Saksi 2 Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dengan
demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan

tersebut di atas;
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ajpara saksi Penggugat tersebut sudah dewasa
Memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
d 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

pfua orang saksi tersebut telah memberikan
ya. Menerangkan mengenai pertengkaran

gga Penggugat dan Tergugat pisah tempat

saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.,
sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan
kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis dan para
saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah
pada tanggal 15 Maret 2001, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/07/111/2001, Tanggal 15
Maret 2001.;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai

3 (tiga) orang anak ;
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efiumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup
namun sejak tahun 2016 rumah tangga
ering terjadi pertengkaran ;

arena Termohon suka minum-minuman
Penggugat;

Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2

N Wkalh beberapa indikator sebagai berikut;
enggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lalu
Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit
untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada
lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami
isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis,
antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu
membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual inter-
dependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling

pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan
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Disclaimer

tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim
fangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
arena itu untuk menghindari madharat yang
keluarga, maka perceraian merupakan

ngan madlaratnya, hal ini sejalan dengan

Jias yl) e o, lei 1

Pila ada dua hal yang sama-sama mengandung

rus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan
perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat
ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada
memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan
menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu

mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih
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akni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab,

ak ketidaksenangan seorang isteri kepada

) menceraikan suami-isteri itu dengan talak

A ¥a berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
uIan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon
(marriage breakdown), sehingga alasan gugatan
ngan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang
ndug dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan telah
terbukti menurut hukum serta patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in

shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua
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Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan
&ra dibebankan kepada Penggugat, yang

ldlam amar putusan ini;

pasal dari peraturan perundang-undangan

a' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 ( enam ratus tiga puluh satu
ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Sugianto, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.l. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S.,S.E.l.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
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Perincian biaya :

- Pendaftaran
- Proses

- Panggilan

- Redaksi

- Meterai
Jumlah
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S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan
8 hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

td

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag.

“Rp  30.000,00
“Rp  50.000,00
“Rp  540.000,00
“Rp  10.000,00
-Rp 6.000,00
“Rp  636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Untuk Salinan
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gadilan Agama Sumbawa Besar
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